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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa pihak Kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo 

belum efektif. Karena setiap kasus hanya diselesaikan dengan cara 

dibayarkan dengan sejumlah uang kepada para penyidik dan mereka 

hanya menerima aduan lalu kasus ini didiamkan begitu saja. Mengingat 

permasalahan ini menurut pelaku hanya masalah biasa saja padahal ini 

merupakan suatu tindak pidana. 

2. Faktor-faktor yang menghambat peran Kepolisian Polsek Tolangohula 

Kabupaten Gorontalo dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan 

keterangan domisili dalam akta cerai antara lain: kurangnya alat bukti, 

minimnya kesadaran masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana 

penunjang berupa laboratorium forensik dan tersangka yang melarikan 

diri. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah: 

1. Diharapkan kepada penyidik agar dalam melaksanakan penegakkan 

hukum, senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku, agar tidak ada warga masyarakat yang merasa tercederai 

hak-haknya dalam memperoleh keadilan. 

2. Pihak kepolisian khususnya Kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten 

Gorontaloharusnya lebih mengayomi masyarakat, meningkatkan 

penyuluhan “sadar hukum” dan berperan aktif dalam pembinaan 

masyarakat tentang pengetahuan kejahatan.  

3. Masyarakat harusnya mengetahui tentang berbagai jenis tindak pidana 

khususnya tentang pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai. Agar 

supaya dengan adanya pengetahuan tersebut masyarakat tidak terlihat 

kaku dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Di samping itu, 

masyarakat juga bisa mengetahui efek negatif maupun efek positif dari 

permasalahanyang terjadi. 
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